
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 2024 

TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 27 TAHUN 2018 
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pengawasan intern di 
lingkungan Kementerian Kesehatan serta untuk 
meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern yang 
terkoordinasi dan dinamis,  kebijakan pengawasan intern 
di lingkungan Kementerian Kesehatan dilaksanakan 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri; 

b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun
2018 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian
Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum
sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2018
tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian
Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 156);
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   MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR  27 TAHUN 
2018 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN 
KEMENTERIAN KESEHATAN. 

 
Pasal 1 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang 
Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 888) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
  

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Maret 2024 
 
MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
               ttd. 

 
    BUDI G. SADIKIN 

 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 3 April 2024 
 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 ttd. 
 
ASEP N. MULYANA 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 187 
 

 
 

 
 

jdih.kemkes.go.id


		2024-05-27T10:06:17+0700
	JDIH Kementerian Kesehatan




